LAPORAN SINGKAT KOMISI VI DPR RI
BIDANG
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN,
INVESTASI, BSN DAN KPPU

Tahun Sidang . 2010-2011

Masa Persidangan !

Rapat ke 1

Jenis Rapat . Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI
Sifat Rapat . Terbuka

Hari, tanggal . Rabu, 26 Januari 2011

Waktu . Pukul 10.25 s/d 16.55 WIB

Tempat . Ruang Rapat Komisi VI DPR RI

Acara . 1. Pengantar Ketua Rapat;

2. Membahas mengenai kinerja BUMN Pupuk.
3. Tanya Jawab;
4. Lain-lain.

Ketua Rapat . Aria Bima (Wakil Ketua/F-PDI Perjuangan) didampingi

Ir. Airlangga Hartarto, MMT, MBA (Ketua Komisi VI DPR RI)
dan Ir. Nurdin Tampubolon

Sekretaris Rapat . Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset Komisi VI)

Hadir

A. 1. Deputi Bid. Jasa Usaha Primer Kementerian BUMN;
2. Direktur Utama PT. Pupuk Sriwidjaya Holding (Persero)
3. Direktur Utama PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang
beserta jajarannya;
4. Direktur Utama PT. Pupuk Kaltim (Persero) beserta
jajarannya;
5. Direktur Utama PT. Pupuk Kujang (Persero) beserta
jajarannya;
6. Direktur Utama PT. Petrokimia Gresik (Persero)
beserta jajarannya;
7. Direktur Utama PT. Pupuk Iskandar Muda Gresik
(Persero) beserta jajarannya;
B. 33 orang dari 52 orang Anggota

KESIMPULAN RAPAT

I.  PENDAHULUAN

1.

Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dibuka pada pukul 10.25 WIB dan kuorum rapat
telah terpenunhi.

Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda utama Rapat Dengar Pendapat pada hari ini
adalah Membahas mengenai Kinerja BUMN Pupuk dan permasalahan pasokan gas.

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Deputi Bidang Usaha Primer Kementerian
BUMN RI, Direktur Utama PT. PUSRI Holding, PT. PUSRI Palembang, PT. Pupuk Kujang
(Persero), PT. Pupuk Kaltim (Persero), PT. Petrokimia Gresik (Persero), PT. Pupuk Kujang
(Persero), dan PT. Pupuk Iskandar Muda (Persero) untuk memberikan penjelasan dan jawaban
atas pertanyaan tertulis Komisi VI DPR RI.

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan
tanggapan atas penjelasan dari Deputi Bidang Usaha Primer Kementerian BUMN RI, Direktur
Utama PT. PUSRI Holding, PT. PUSRI Palembang, PT. Pupuk Kujang (Persero), PT. Pupuk
Kaltim (Persero), PT. Petrokimia Gresik (Persero), PT. Pupuk Kujang (Persero), dan PT. Pupuk
Iskandar Muda (Persero).



Il. KESIMPULAN :

1.

Komisi VI DPR Rl meminta agar BUMN Pupuk secara terus menerus melakukan revitalisasi,
restrukturisasi dan profitisasi dalam upaya menjadikan BUMN Pupuk ke arah penguatan
perusahaan, dalam bentuk Holding Company maupun bentuk-bentuk sinergitas antar BUMN
Pupuk maupun dengan BUMN lainnya dalam rangka meningkatkan daya saing industri pupuk
nasional.

Dalam upaya menjaga pasokan gas bagi Industri Pupuk Nasional, Komisi VI DPR Rl meminta
pemerintah (Kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia) agar
tetap konsisten untuk melaksanakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2010 tentang
alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk Pemenuhan dalam negeri (DMO) , khususnya terkait
dengan prioritas pemanfaatan gas bumi nasional bagi Industri pupuk sehingga masalah
kelangkaan gas untuk Industri pupuk di masa depan tidak terjadi lagi.

Komisi VI DPR RI meminta PT. PUSRI (Holding) agar bisa menjamin ketersediaan pupuk
subsidi bagi petani (tepat harga, tepat waktu dan tepat jumlah) dan memberikan sanksi kepada
distributor dan pihak terkait lainnya yang melanggar ketentuan.

Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah (Kementerian BUMN), agar BUMN Pupuk dapat
mengoptimalkan keberpihakan kepada Koperasi dalam pengadaan dan pendistribusian pupuk.

Terkait dengan kebijakan subsidi pupuk organik, agar tidak terjadi dualisme kebijakan, Komisi VI
DPR RI meminta kepada Pemerintah agar menata ulang kebijakan subsidi pupuk organik
sehingga tidak timbul overlaping dalam kebijakan subsidi.

Komisi VI DPR-RI meminta kepada Kementerian BUMN RI agar memperjelas tugas ,
kewenangan dan tanggungjawab antara PT. PUSRI Holding sebagai non operating company
dengan anak-anak perusahaan sebagai operating company.

lll. PENUTUP
Rapat Dengar Pendapat ditutup pada pukul 16.55 WIB

Jakarta, 26 Januari 2011

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

Ttd.

ARIA BIMA
A-362



